PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49/PERMEN-KP/2014
TENTANG

USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia (WPP-NRI) memiliki potensi untuk kegiatan
pembudidayaan ikan sehingga perlu dilakukan pengelolaan
yang optimal dengan memperhatikan daya dukung dan
kelestariannya;

bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan
usaha pembudidayaan ikan, perlu mengatur kembali usaha
pembudidayaan ikan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN /2007
tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha
Pembudidayaan Ikan;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 25);

Keputusan Presiden Nomor 84 /P Tahun 2009 sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P
Tahun 2014;
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5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG

USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan,
dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan
yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk
memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah
dan/atau mengawetkannya.

Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan
pembudidayaan ikan.

Pembudidaya ikan-kecil adalah orang yang mata pencahariannya
melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari.

Usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan adalah kegiatan yang
secara khusus mengangkut ikan hidup hasil pembudidayaan di laut
dengan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,
dan/atau menangani hasil panen sarana produksi pembudidayaan ikan.
Izin lokasi adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk
memanfaatkan tanah atau ruang dari sebagian perairan pesisir yang
mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan
dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan
sebagian pulau-pulau kecil untuk usaha pembudidayaan ikan.

Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin
tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha
perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam
izin tersebut.

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah
izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan
pengangkutan ikan.

Kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia adalah kapal yang telah
didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia.

Kapal pengangkut ikan berbendera asing adalah kapal yang berbendera
selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.
Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang
dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi
penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan
ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.

Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan/atau
secara khusus digunakan untuk memuat, mengangkut, menyimpan,
mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan ikan hasil
pembudidayaan.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

Pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan
umum sebagai tempat kapal pengangkut ikan bersandar, berlabuh,
bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan pelayaran dan fasilitas penunjang perikanan.
Pelabuhan muat adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum
sebagai tempat kapal pengangkut ikan untuk memuat ikan dan mengisi
perbekalan atau keperluan operasional lainnya.

Pelabuhan pengeluaran/checkpoint terakhir adalah pelabuhan perikanan
atau pelabuhan umum di Indonesia yang ditetapkan sebagai tempat
melaporkan muatan kapal atau untuk mengisi perbekalan atau keperluan
operasional lainnya sebelum kapal pengangkut ikan keluar dari wilayah
Negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam SIKPI.
Pelabuhan tujuan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum
yang ditunjuk sebagai tempat kapal pengangkut ikan untuk melakukan
bongkar ikan dan merupakan tempat akhir tujuan kapal pengangkut ikan
sebagaimana yang tercantum dalam SIKPI.

Rekomendasi pembudidayaan ikan penanaman modal, yang selanjutnya
disingkat RPIPM adalah keterangan tertulis yang memuat persetujuan
kegiatan pembudidayaan ikan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal
sebagai salah satu persyaratan memperoleh SIUP yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang di bidang penanaman modal.

Surat Perintah Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah surat
yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk yang
berisikan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh setiap orang sesuai
Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

Pungutan pengusahaan perikanan, yang selanjutnya disingkat PPP,
adalah pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam
rangka memperoleh SIUP, RPIPM, atau SIKPI, sebagai imbalan atas
kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan
usaha perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik
Indonesia.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi
baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perikanan.

Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas
teknis di bidang perikanan budidaya.

Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah di provinsi atau
kabupaten/kota yang membidangi urusan perikanan.

BAB II
JENIS USAHA DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN

Pasal 2

Jenis usaha di bidang pembudidayaan ikan meliputi:

RO A0 T

usaha pembenihan ikan;

usaha pembesaran ikan;

usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan;

usaha pembenihan ikan dan pembesaran ikan;

usaha pembenihan ikan dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan;
usaha pembesaran ikan dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan; dan
usaha pembenihan ikan, pembesaran ikan, dan pengangkutan ikan hasil
pembudidayaan.

Pasal ...



Pasal 3

Usaha pembenihan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,
meliputi kegiatan pemeliharaan calon induk/induk, pemijahan, penetasan
telur dan/atau pemeliharaan larva/benih/bibit.

Pasal 4

Usaha pembesaran ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b,
meliputi kegiatan pembesaran mulai dari ukuran benih sampai dengan
ukuran panen.

Pasal 5

Usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf ¢, meliputi:

a. usaha pengangkutan ikan di dalam negeri; dan

b. usaha pengangkutan ikan untuk tujuan ekspor.

Pasal 6

Usaha pembenihan ikan dan pembesaran ikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf d, meliputi kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan yang
dilakukan dalam satu kesatuan usaha.

Pasal 7

Usaha pembenihan ikan dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi kegiatan pembenihan
dan pengangkutan ikan yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha.

Pasal 8

Usaha pembesaran ikan dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, meliputi kegiatan pembesaran
dan pengangkutan ikan yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha.

Pasal 9

Usaha  pembenihan, pembesaran, dan pengangkutan ikan hasil
pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, meliputi
kegiatan pembenihan, pembesaran, dan pengangkutan ikan yang dilakukan
dalam satu kesatuan usaha.

Pasal 10

(1) Usaha pengangkutan ikan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf a, merupakan usaha pengangkutan ikan dari pelabuhan
muat ke pelabuhan tujuan.

(2) Usaha pengangkutan ikan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia.

(3) Usaha pengangkutan ikan untuk tujuan ekspor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf b, merupakan usaha pengangkutan ikan dari
pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan di luar negeri.
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BAB III
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Jenis Perizinan dan Masa Berlaku

Pasal 11

(1) Setiap orang yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki izin
usaha perikanan di bidang pembudidayaan.

(2) Izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. izin usaha perikanan, yang diterbitkan dalam bentuk SIUP; dan

b. izin kapal pengangkut ikan, yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI.
(3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a. SIUP Pembenihan;

b. SIUP Pembesaran; dan

c. SIUP Pembenihan dan Pembesaran.

(4) SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. SIKPI-I, untuk kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia; dan
b. SIKPI-A, untuk kapal pengangkut ikan berbendera asing.
Pasal 12

(1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)

huruf a dikecualikan bagi:

a. pembudidaya ikan-kecil; dan

b. pemerintah, pemerintah daerah, atau perguruan tinggi untuk
kepentingan pelatihan dan peneliltian /eksplorasi perikanan.

(2) Kewajiban memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
huruf b dikecualikan bagi pembudidaya ikan-kecil yang menggunakan
kapal pengangkut ikan paling banyak 1 (satu) unit dengan ukuran paling
besar 5 (lima) GT.

(3) Pengecualian kewajiban memiliki SIUP bagi pembudidaya ikan-kecil
diganti dengan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI).

(4) Pengecualian kewajiban memiliki SIKPI bagi pembudidaya ikan-kecil
diganti dengan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan (TPKPI).

Pasal 13

Kriteria pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(1) huruf a:

a. melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan teknologi

b.

sederhana; dan
melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan:
1) usaha pembudidayaan ikan di air tawar:
a) pembenihan, tidak lebih dari 0,75 ha; atau
b) pembesaran, tidak lebih dari 2 ha.
2) usaha pembudidayaan ikan di air payau:
a) pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau
b) pembesaran, tidak lebih dari 5 ha.
3) usaha pembudidayaan ikan di air laut:
a) pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau
b) pembesaran, tidak lebih dari 2 ha.

Pasal ...



(1)
(2)
(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 14

SIUP berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan
ikan.

Setiap orang yang memiliki SIUP wajib melakukan registrasi ulang setiap
5 (lima) tahun.

SIKPI dan TPKPI berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
untuk jangka waktu yang sama.

TPUPI berlaku selama S5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk
jangka waktu yang sama.

Bagian Kedua
Kewenangan Penerbitan 1zin

Pasal 15

Menteri mendelegasikan penerbitan izin usaha perikanan di bidang
pembudidayaan kepada Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/wali
kota sesuai kewenangannya.

Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang
menerbitkan:
a. SIUP, untuk:

1) usaha  pembenihan dan/atau  pembesaran ikan  yang
menggunakan modal asing;

2) lokasi pembenihan dan/atau pembesaran ikan berada pada
wilayah laut di atas 12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut
lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan,;

3) lokasi pembenihan dan/atau pembesaran ikan berada di wilayah
lintas provinsi; dan/atau

4) pembesaran ikan yang menggunakan teknologi super intensif; dan

b. SIKPI, untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 gross
tonnage (GT).

Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan:
a. SIUP, untuk usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang
tidak menggunakan modal asing dan/atau pembesaran ikan yang
tidak menggunakan teknologi super intensif di wilayah
administrasinya, dengan lokasi pembenihan dan/atau pembesaran di:
1) wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis
pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan
diluar kewenangan kabupaten/kota; atau
2) wilayah lintas kabupaten/kota; dan
b. SIKPI, untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 GT
sampai dengan 30 GT untuk setiap orang yang berdomisili di
wilayah administrasinya dan beroperasi pada perairan di wilayah
pengelolaan perikanan provinsi tersebut berkedudukan, serta tidak
menggunakan modal asing.

Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang
menerbitkan:

a. SIUP, untuk usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang
tidak menggunakan modal asing dan/atau pembesaran ikan yang
tidak menggunakan teknologi super intensif, dengan lokasi
pembenihan dan/atau pembesaran ikan di wilayah administrasinya,
dengan lokasi pembenihan dan/atau pembesaran ikan di wilayah

laut ...



(9)

(6)

(7)

(8)

9)

(1)

laut paling jauh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi
diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau kearah perairan
kepulauan;

b. SIKPI, untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5 GT
sampai dengan 10 GT untuk setiap orang yang berdomisili di wilayah
administrasinya dan beroperasi pada perairan provinsi tempat
kabupaten/kota tersebut berkedudukan, serta tidak menggunakan
modal asing; dan

c. TPUPI dan TPKPI, untuk pembudidaya ikan-kecil.

Penerbitan SIUP dan SIKPI oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a dan huruf b dan oleh bupati/wali kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dalam pelaksanaannya
dilakukan oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk.

Penerbitan TPUPI dan TPKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c
dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas.

Gubernur menyampaikan laporan SIUP dan SIKPI yang diterbitkannya
kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan.

Bupati/wali kota menyampaikan laporan SIUP, SIKPI, TPUPI, dan TPKPI
yang diterbitkannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setiap 6
(enam) bulan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan
SIUP dan SIKPI yang menjadi kewenangan gubernur sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b atau yang menjadi
kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
a dan huruf b diatur dengan Peraturan Daerah dengan mengacu pada
Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan SIUP dan SIKPI

Paragraf 1
SIUP

Pasal 16

Setiap orang untuk memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2) huruf a harus mengajukan permohonan kepada Direktur
Jenderal disertai dengan persyaratan:

a. rencana usaha, yang meliputi:
1) rencana kegiatan usaha;
2) rencana tahapan kegiatan;
3) rencana teknologi yang digunakan;
4) sarana usaha yang dimiliki;
5) rencana pengadaan sarana usaha;
6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan
7) rencana pembiayaan.
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab
korporasi, dengan menunjukkan aslinya;
c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik atau korporasi,
dengan menunjukkan aslinya;
d. surat keterangan domisili usaha;
e. fotokopi akta pendirian korporasi, dengan menunjukkan aslinya;

f. fotokopi ...



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)

f. fotokopi izin lokasi, dengan mencantumkan luasan dan titik koordinat;

g. fotokopi izin lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi yang
berwenang;

h. pas foto ukuran 4X6 dan specimen tanda tangan; dan

i. surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik atau penanggung
jawab korporasi yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang
disampaikan.

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Direktur

Jenderal.

Pasal 17

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana
usaha dan kelengkapan persyaratan lainnya paling lama 3 (tiga) hari
kerja, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.

Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui,
dilakukan pemeriksaan lapangan paling lama 2 (dua) hari kerja oleh
petugas pemeriksa lapangan.

Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
guna memverifikasi kebenaran dokumen yang diajukan, yang meliputi:

a. lokasi; dan

b. sarana usaha yang dimiliki.

Apabila hasil pemeriksaan lapangan telah sesuai, petugas pemeriksa
lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada
Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan lapangan sudah sesuai.

Apabila hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai, petugas pemeriksa
lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada
Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai.

Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blanko SSBP
paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti
pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan.

Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP
diterbitkan, pemohon tidak membayar PPP, permohonan SIUP dinyatakan
batal demi hukum.

Direktur Jenderal menerbitkan SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima.

Apabila permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak
atau hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), Direktur Jenderal paling lama 3 (tiga) hari kerja
menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan dan berkas
permohonan SIUP menjadi milik Direktorat Jenderal.

Bentuk dan format SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (9),
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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(1)

(2)

(3)

(4)

Paragraf 2
SIKPI

Pasal 18

Setiap orang untuk memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (2) huruf b, harus mengajukan permohonan kepada Direktur
Jenderal disertai dengan persyaratan:

a.

e

o ™

fotokopi Surat Izin Usaha Pelayaran Angkutan Laut (SIUPAL) yang

dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dengan menunjukkan

aslinya;

fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi buku

kapal perikanan, apabila grosse akta sedang dalam jaminan bank,

harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan
aslinya;

fotokopi surat ukur internasional, untuk kapal berbendera asing;

fotokopi surat tanda kebangsaan kapal, untuk kapal berbendera

asing;

fotokopi surat penunjukan keagenan, untuk kapal berbendera asing;

fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement);

surat perjanjian kerja sama pengangkutan antara pengelola dan/atau

pemilik kapal pengangkut ikan dengan pembudidaya ikan di sentra

budidaya, kecuali kapal pengangkut ikan untuk mengangkut ikan
hasil pembudidayaan milik sendiri;

data kapal, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

dan

surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau

penanggung jawab korporasi yang menyatakan:

1) kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang
melakukan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan,
dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing);

2) kesanggupan memasang dan mengaktifkan transmitter Sistem
Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) sebelum kapal melakukan
pengangkutan ikan hasil pembudidayaan; dan

3) kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan
persyaratan khusus, yaitu:

a.

b.

untuk usaha pengangkutan ikan di dalam negeri, berupa daftar nama

rencana pelabuhan muat dan rencana pelabuhan tujuan;

untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor, berupa:

1) daftar rencana pelabuhan muat, rencana pelabuhan check point,
dan rencana pelabuhan tujuan; dan

2) fotokopi paspor dan buku pelaut (seamen book) dan foto nakhoda
ukuran 4X6 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar dan daftar
anak buah kapal (ABK).

Setiap kapal pengangkut ikan yang telah memiliki SIKPI dan tidak
memenuhi kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
dikenakan sanksi administrasi.

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:

a.
b.

pembekuan SIKPI; dan
pencabutan SIKPI.

(5) Pembekuan ...



(9)
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)
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Pembekuan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
dikenakan selama 1 (satu) bulan.

Pencabutan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan SIKPI telah berakhir dan
tidak memenuhi kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
i.

Pasal 19

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(1), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap persyaratan dengan
memperhatikan SIUPAL paling lama 3 (tiga) hari kerja, yang hasilnya
berupa persetujuan atau penolakan.

Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui,
paling lama 2 (dua) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal
pengangkut ikan oleh Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan.

Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dengan mengacu pada:

a. spesifikasi teknis kapal pengangkut ikan; dan

b. grosse akta asli atau akta hipotik.

Apabila hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan telah sesuai
dengan spesifikasi teknis kapal dan grosse akta asli atau akta hipotik,
petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja
menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil
pemeriksaan fisik kapal sudah sesuai.

Apabila hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan tidak sesuai,
petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja
menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil
pemeriksaan fisik kapal tidak sesuai.

Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP
paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti
pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan.

Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP
diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, permohonan SIKPI dinyatakan
batal demi hukum.

Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima.

Apabila permohonan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak
atau hasil pemeriksaan fisik tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon
paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan
SIKPI menjadi milik Direktorat Jenderal.

Bentuk dan format SIKPI sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang

terdiri atas:

a. Lampiran III : SIKPI I untuk kapal pengangkut ikan berbendera
Indonesia; dan

b. Lampiran ...



(1)

(2)
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b. Lampiran IV : SIKPI A untuk kapal pengangkut ikan berbendera asing.

Pasal 20

Setiap kapal pengangkut ikan yang digunakan untuk usaha
pengangkutan ikan untuk tujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (3) wajib melalui pelabuhan pengeluaran/checkpoint
terakhir.

Pelabuhan pengeluaran/checkpoint terakhir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan  paling banyak 4 (empat) pelabuhan
pengeluaran / checkpoint terakhir untuk setiap kapal pengangkut ikan.

Setiap kapal pengangkut ikan yang telah melalui pelabuhan
pengeluaran / checkpoint terakhir dilarang memuat ikan.

Setiap kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
tidak melalui pelabuhan pengeluaran/checkpoint terakhir dan/atau
memuat ikan setelah melalui pelabuhan pengeluaran/checkpoint terakhir
dikenakan sanksi administrasi.

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
a. pembekuan SIKPI; dan
b. pencabutan SIKPI.

Pembekuan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a
dikenakan selama 1 (satu) bulan.

Pencabutan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b
dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan SIKPI telah berakhir dan
tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keempat
Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan TPUPI dan TPKPI

Pasal 21

Setiap pembudidaya ikan-kecil untuk memiliki TPUPI harus mengajukan

permohonan kepada kepala dinas kabupaten/kota disertai dengan

persyaratan:

a. fotokopi KTP, dengan menunjukkan aslinya;

b. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan luas lahan
yang digunakan dan jenis ikan yang dibudidayakan.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala

dinas kabupaten/kota paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan

secara lengkap menerbitkan TPUPI tanpa dikenai biaya.

Bentuk dan format TPUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Setiap pembudidaya ikan-kecil untuk memiliki TPKPI harus mengajukan
permohonan kepada kepala dinas kabupaten/kota disertai dengan
persyaratan:

a. fotokopi KTP, dengan menunjukkan aslinya;

b. surat ...
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b. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan kapal yang
digunakan hanya 1 (satu) unit dengan ukuran paling besar 5 (lima)
GT, yang dibuktikan dengan surat tukang atau surat galangan.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala
dinas kabupaten/kota paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan
secara lengkap menerbitkan TPKPI tanpa dikenai biaya.

(3) Bentuk dan format TPKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan RPIPM

Pasal 23

Setiap orang yang melakukan wusaha pembudidayaan ikan di wilayah
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dengan menggunakan
modal asing wajib memiliki RPIPM.

Pasal 24

(1) Setiap orang untuk memiliki RPIPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan
persyaratan:

a. rencana usaha, yang meliputi:
1) rencana kegiatan usaha;
2) rencana tahapan kegiatan;
3) rencana teknologi yang digunakan;
4) sarana usaha yang dimiliki;
5) rencana pengadaan sarana usaha;
6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan
7) rencana pembiayaan.

b. fotokopi KTP penanggung jawab korporasi, dengan menunjukkan
aslinya;

c. fotokopi NPWP korporasi, dengan menunjukkan aslinya;

d. surat keterangan domisili usaha;

e. fotokopi akta pendirian korporasi, dengan menunjukkan aslinya;

f. fotokopi izin lokasi, dengan mencantumkan luasan dan titik
koordinat;

g. fotokopi izin lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi yang
berwenang;

h. pas foto ukuran 4X6 dan specimen tanda tangan; dan
i. surat pernyataan bermaterai cukup dari penanggung jawab korporasi
yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
(2) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Direktur
Jenderal.

Pasal 25
(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(1), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana

usaha dan kelengkapan persyaratan lainnya paling lama 3 (tiga) hari
kerja, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.

(2) Apabila ...
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Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui,
dilakukan pemeriksaan lapangan paling lama 2 (dua) hari kerja oleh
petugas pemeriksa lapangan.

Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
guna memverifikasi kebenaran dokumen yang diajukan, yang meliputi:

a. lokasi; dan

b. sarana usaha yang dimiliki.

Apabila hasil pemeriksaan lapangan telah sesuai, petugas pemeriksa
lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada
Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan lapangan sudah sesuai.

Apabila hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai, petugas pemeriksa
lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada
Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai.

Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blanko SSBP
paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti
pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan.

Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP
diterbitkan, pemohon tidak membayar PPP, permohonan RPIPM
dinyatakan batal demi hukum.

Direktur Jenderal menerbitkan RPIPM paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima.

Apabila permohonan RPIPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak
atau hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), Direktur Jenderal paling lama 3 (tiga) hari kerja
menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan dan berkas
permohonan RPIPM menjadi milik Direktorat Jenderal.

Bentuk dan format RPIPM sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PEMERIKSAAN LAPANGAN DAN PEMERIKSAAN FISIK
KAPAL PENGANGKUT IKAN

Pasal 26

Pemeriksaan lapangan dilakukan pada saat permohonan SIUP,
perubahan SIUP karena perubahan lokasi dan/atau penambahan luas
lahan, permohonan RPIPM, atau registrasi ulang.

Biaya pelaksanaan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ketentuan mengenai standar operasional prosedur pemeriksaan lapangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Direktur Jenderal.

Pasal ...
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Pasal 27

Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan dilakukan pada saat
permohonan SIKPI, perubahan spesifikasi kapal, perpanjangan tahun
kedua, atau setelah perbaikan/docking dari luar negeri.

Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di
dalam negeri oleh Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan.

Biaya pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian
Kelautan dan Perikanan.

Ketentuan mengenai standar operasional prosedur pemeriksaan fisik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tim Pemeriksa Fisik Kapal
Perikanan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB V

PERUBAHAN, REGISTRASI ULANG, PERPANJANGAN, DAN PENGGANTIAN

(1)

(2)

(3)

PERIZINAN

Bagian Kesatu
SIUP

Paragraf 1
Perubahan

Pasal 28

Perubahan SIUP dilakukan apabila terjadi:
perubahan penanggung jawab korporasi;
perubahan domisili usaha,;

perubahan komoditas usaha;
penambahan komoditas usaha;
perubahan lokasi; dan/atau
penambahan luas lahan.

mo0 o

Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan
setelah 6 (enam) bulan sejak SIUP diterbitkan, kecuali perubahan
penanggung jawab korporasi.

Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perubahan
penanggung jawab korporasi dan/atau domisili usaha tidak dikenakan
pungutan.

Pasal 29

Setiap orang untuk melakukan perubahan SIUP harus mengajukan
permohonan kepada Direktur Jenderal, disertai dengan persyaratan:

a.
b.
C.

d.

fotokopi SIUP yang akan diubabh;

jenis perubahan SIUP yang diminta;

pas foto ukuran 4X6 dan specimen tanda tangan, untuk perubahan
penanggung jawab korporasi; dan

surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan kebenaran data dan
informasi yang disampaikan.

Pasal ...
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Pasal 30

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29,
Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap persyaratan paling lama
3 (tiga) hari kerja, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.

Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui,
untuk perubahan lokasi atau penambahan luas lahan dilakukan
pemeriksaan lapangan paling lama 2 (dua) hari kerja oleh petugas
pemeriksa lapangan.

Apabila hasil pemeriksaan lapangan telah sesuai, petugas pemeriksa
lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada
Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan lapangan sudah sesuai.

Apabila hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai, petugas pemeriksa
lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada
Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai.

Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blanko SSBP,

untuk perubahan komoditas usaha, penambahan komoditas usaha,

perubahan lokasi, dan/atau penambahan luas lahan paling lama 3 (tiga)
hari kerja sejak:

a. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, untuk
perubahan komoditas usaha atau penambahan komoditas usaha;
atau

b. diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk
perubahan lokasi atau penambahan luas lahan.

Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti
pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan.

Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP
diterbitkan, pemohon tidak membayar PPP, permohonan perubahan SIUP
dinyatakan batal demi hukum.

Direktur Jenderal menerbitkan SIUP perubahan paling lama 3 (tiga) hari

kerja sejak:

a. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, untuk
perubahan:
1) penanggung jawab korporasi; dan/atau
2) domisili usaha.

b. tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima, untuk perubahan
komoditas usaha, penambahan komoditas usaha, perubahan lokasi
dan/atau penambahan luas lahan.

Apabila permohonan perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditolak atau hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal paling lama 3 (tiga) hari kerja
menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan dan berkas
permohonan perubahan SIUP menjadi milik Direktorat Jenderal.

SIUP perubahan diberikan jika SIUP lama yang telah dilakukan
perubahan dikembalikan kepada Direktur Jenderal.

Paragraf ...
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Paragraf 2
Registrasi Ulang

Pasal 31

Setiap orang yang memiliki SIUP wajib melakukan registrasi ulang setiap
5 (lima) tahun sejak SIUP diterbitkan.

Registrasi ulang SIUP dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu
5 (lima) tahun sejak SIUP diterbitkan.

Pasal 32

Setiap orang untuk melakukan registrasi ulang SIUP harus mengajukan
permohonan kepada Direktur Jenderal, disertai dengan persyaratan:

a.
b.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

SIUP yang akan diregistrasi ulang;

surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik/penanggung jawab
korporasi yang menyatakan:

1) usaha pembudidayaan tidak terdapat perubahan dalam SIUP; dan
2) kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 33

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32,
Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap persyaratan paling lama
1 (satu) hari kerja, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.

Dalam hal permohonan registrasi ulang SIUP disetujui, Direktur Jenderal
membubuhkan tanda registrasi ulang.

Apabila permohonan registrasi ulang SIUP ditolak, Direktur Jenderal
paling lama 1 (satu) hari kerja menyampaikan penolakan kepada
pemohon disertai alasan dan SIUP dicabut.

Pasal 34

Setiap orang yang tidak melakukan registrasi ulang SIUP dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan setelah jangka waktu S5 (lima) tahun sejak SIUP
diterbitkan, dikenakan sanksi administrasi.

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. peringatan tertulis;

b. pembekuan SIUP; dan

c. pencabutan SIUP.

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, masing-
masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

Pembekuan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan selama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnya
peringatan tertulis ketiga tidak melaksanakan registrasi ulang SIUP.

Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan
apabila sampai dengan berakhirnya pembekuan SIUP tidak
melaksanakan registrasi ulang SIUP.

Paragraf ...
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Paragraf 3
Penggantian

Pasal 35
Penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang.

Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIUP harus mengajukan

permohonan kepada Direktur Jenderal dengan disertai persyaratan:

a. SIUP asli, dalam hal hal SIUP rusak atau surat keterangan hilang dari
kepolisian, dalam hal SIUP hilang; dan

b. surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan
informasi yang disampaikan

Direktur Jenderal menerbitkan SIUP Pengganti paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
secara lengkap.

Jika dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan digunakan untuk kepentingan
yang merugikan Negara dan/atau merugikan pihak lain, SIUP yang
dilaporkan rusak atau hilang dan SIUP pengganti dicabut.

Penggantian SIUP tidak dikenakan PPP.

Bagian Kedua
SIKPI

Paragraf 1
Perubahan

Pasal 36

Perubahan SIKPI hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga)
bulan terhitung sejak SIKPI diterbitkan.

Perubahan SIKPI dilakukan apabila terdapat perubahan:

a. SIUPAL;

b. spesifikasi teknis kapal pengangkut ikan; dan/atau

c. pelabuhan  muat, pelabuhan tujuan, dan/atau pelabuhan
pengeluaran/check point.

Pasal 37

Setiap orang untuk melakukan perubahan SIKPI harus mengajukan
permohonan kepada Direktur Jenderal, disertai dengan persyaratan:

oo

(1)

fotokopi SIUPAL;

fotokopi SIKPI yang diubah;

jenis perubahan SIKPI yang diminta; dan

surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kebenaran data
dan informasi yang disampaikan.

Pasal 38

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37,
Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap persyaratan dengan
memperhatikan SIUPAL paling lama 2 (dua) hari kerja, yang hasilnya
dapat berupa persetujuan atau penolakan.

(2) Apabila ...



(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

)

(10)

(11)

(12)

(13)
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Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui,
untuk perubahan berupa spesifikasi teknis kapal pengangkut ikan, paling
lama 2 (dua) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut
ikan oleh Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan.

Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dengan mengacu pada:

a. spesifikasi teknis kapal pengangkut ikan; dan

b. grosse akta asli atau akta hipotik.

Apabila hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan telah sesuai
dengan spesifikasi teknis kapal pengangkut ikan dan grosse akta asli atau
akta hipotik, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga)
hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa
hasil pemeriksaan fisik kapal sudah sesuai.

Apabila hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan tidak sesuai,
petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja
menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil
pemeriksaan fisik kapal tidak sesuai.

Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP
paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi
sebagaimana dimaksid pada ayat (4).
Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti
pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan.

Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP
diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, permohonan SIKPI dinyatakan
batal demi hukum.

Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI perubahan paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima.

Apabila permohonan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak
atau hasil pemeriksaan fisik kapal tidak sesuai sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada
pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas
permohonan SIKPI menjadi milik Direktorat Jenderal.

Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI perubahan paling lama 2 (dua) hari
kerja sejak permohonan perubahan SIKPI disetujui, untuk perubahan
pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau pelabuhan check point dan
tidak dikenakan pungutan.

SIKPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan
berakhirnya masa berlaku SIKPI yang diubah.

SIKPI yang diubah dikembalikan kepada Direktorat Jenderal paling lama
1 (satu) bulan setelah SIKPI perubahan diterbitkan.

Paragraf 2
Perpanjangan

Pasal 39

Perpanjangan SIKPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIKPI
berakhir.

Pasal ...



19

Pasal 40

Setiap orang untuk melakukan perpanjangan SIKPI harus mengajukan
permohonan kepada Direktur Jenderal dengan disertai persyaratan:

a.
b.
C.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

fotokopi SIUPAL;

fotokopi SIKPI yang diperpanjang;

fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi buku kapal

perikanan, apabila grosse akta sedang dalam jaminan bank, harus

melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;

Surat Keterangan Aktivasi Transmiter SPKP yang masih berlaku;

perjanjian kerja sama agen dengan pembudidaya ikan, untuk kapal

berbendera asing;

bukti penyampaian Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan

surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung

jawab korporasi yang menyatakan:

1) kapal pengangkut ikan tidak terdapat perubahan fungsi dan/atau
spesifikasi teknis; dan

2) kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 41

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40,
Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap persyaratan dengan
memperhatikan SIUPAL, paling lama 3 (tiga) hari kerja, yang hasilnya
berupa persetujuan atau penolakan.

Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, jika
terdapat perubahan spesifikasi teknis kapal pengangkut ikan, paling lama
2 (dua) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan
oleh Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan.

Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dengan mengacu pada:

a. spesifikasi teknis kapal pengangkut ikan; dan

b. grosse akta asli atau akta hipotik.

Apabila hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan telah sesuai
dengan spesifikasi teknis kapal dan grosse akta asli atau akta hipotik,
petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja
menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil
pemeriksaan fisik kapal sudah sesuai.

Apabila hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan tidak sesuai,
petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja
menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil
pemeriksaan fisik kapal tidak sesuai.

Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP
paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan disetujui sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk perpanjangan yang tidak perlu dilakukan
pemeriksaan fisik kapal atau sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) untuk yang perlu dilakukan pemeriksaan fisik
kapal.

Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti
pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan.

(8) Apabila ...



(8)

9)
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(12)
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(5)
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Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP
diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, permohonan perpanjangan
SIKPI dinyatakan batal demi hukum.

Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI perpanjangan paling lama 3 (tiga)
hari kerja sejak tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima.

Apabila permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditolak atau hasil pemeriksaan fisik kapal tidak sesuai
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal paling lama 3
(tiga) hari kerja menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai
alasan dan berkas permohonan perpanjangan SIKPI menjadi milik
Direktorat Jenderal.

SIKPI perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berlaku selama
1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku SIKPI
sebelumnya.

Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlaku
SIKPI tidak dilakukan perpanjangan, ketentuan perpanjangan SIKPI
diberlakukan sama dengan ketentuan penerbitan SIKPI baru.

Paragraf 3
Penggantian

Pasal 42

Penggantian SIKPI dapat dilakukan apabila SIKPI asli rusak atau hilang.

Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIKPI harus mengajukan

permohonan kepada Direktur Jenderal dengan disertai persyaratan:

a. SIKPI asli, dalam hal SIKPI rusak atau surat keterangan hilang dari
kepolisian, dalam hal SIKPI hilang;

b. surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan
informasi yang disampaikan.

Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI Pengganti paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
secara lengkap.

Jika dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan digunakan untuk kepentingan
yang merugikan Negara dan/atau merugikan pihak lain, SIKPI yang
dilaporkan rusak atau hilang dan SIKPI pengganti dicabut.

Penggantian SIKPI tidak dikenakan PPP.

Bagian Ketiga

Perubahan, Perpanjangan, dan Penggantian Perizinan oleh Gubernur atau

Bupati/Walikota

Pasal 43

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perubahan, perpanjangan, dan
penggantian SIUP dan SIKPI yang menjadi kewenangan gubernur atau
bupati/walikota diatur dalam Peraturan Daerah dengan mengacu pada
Peraturan Menteri ini.

Bagian ...
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Bagian Keempat
Perubahan, Perpanjangan, dan Penggantian TPUPI

Paragraf 1
Perubahan

Pasal 44

Perubahan TPUPI dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan
terhitung sejak TPUPI diterbitkan.

Perubahan TPUPI dilakukan apabila terdapat perubahan lokasi budidaya.

Pembudidaya ikan-kecil untuk melakukan perubahan TPUPI mengajukan
permohonan kepada kepala dinas kabupaten/kota dengan melampirkan
persyaratan:

a. foto kopi TPUPI; dan

b. jenis perubahan yang diminta.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala
dinas kabupaten/kota paling lama 1 (satu) hari kerja menerbitkan TPUPI
perubahan.

TPUPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan
berakhirnya masa berlaku TPUPI yang diubah.

Paragraf 2
Perpanjangan

Pasal 45

Perpanjangan TPUPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku
TPUPI berakhir.

Pembudidaya ikan-kecil untuk melakukan perpanjangan TPUPI harus

mengajukan permohonan kepada kepala dinas kabupaten/kota dengan

disertai persyaratan:

a. fotokopi TPUPI yang diperpanjang; dan

b. surat pernyataan dari pemilik bahwa tidak terdapat perubahan
kepemilikan.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala
dinas kabupaten/kota paling lama 1 (satu) hari kerja menerbitkan TPUPI
perpanjangan.

TPUPI perpanjangan berlaku selama S (lima) tahun terhitung sejak
berakhirnya masa berlaku TPUPI sebelumnya.

Paragraf 3
Penggantian

Pasal 46
Penggantian TPUPI dapat dilakukan apabila TPUPI asli rusak atau hilang.

Pembudidaya ikan-kecil yang akan melakukan penggantian TPUPI harus
mengajukan permohonan kepada kepala dinas kabupaten/kota dengan
disertai persyaratan:

a. TPUPI ...
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(4)
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a. TPUPI asli dalam hal TPUPI rusak atau surat keterangan hilang dari
kepolisian dalam hal TPUPI hilang; dan

b. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan
informasi yang disampaikan.

Kepala dinas kabupaten/kota menerbitkan TPUPI pengganti paling lama 1
(satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) secara lengkap.

Bagian Kelima
Perubahan, Perpanjangan, dan Penggantian TPKPI

Paragraf 1
Perubahan

Pasal 47

Perubahan TPKPI dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan
terhitung sejak TPKPI diterbitkan.

Perubahan TPKPI dilakukan apabila terdapat perubahan:
a. kepemilikan kapal pengangkut ikan; dan/atau
b. mesin kapal.

Pembudidaya ikan-kecil untuk melakukan perubahan TPKPI harus
mengajukan permohonan kepada kepala dinas kabupaten/kota dengan
melampirkan persyaratan:

a. foto kopi TPKPI; dan

b. jenis perubahan yang diminta.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala
dinas kabupaten/kota paling lama 1 (satu) hari kerja menerbitkan TPKPI
perubahan.

TPKPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan
berakhirnya masa berlaku TPKPI yang diubah.

Paragraf 2
Perpanjangan

Pasal 48

Perpanjangan TPKPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku
TPKPI berakhir.

Pembudidaya ikan-kecil untuk melakukan perpanjangan TPKPI harus

mengajukan permohonan kepada kepala dinas kabupaten/kota dengan

disertai persyaratan:

a. fotokopi TPKPI yang diperpanjang; dan

b. surat pernyataan dari pemilik bahwa tidak terdapat perubahan
kepemilikan kapal pengangkut ikan dan/atau mesin kapal.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala
dinas kabupaten/kota paling lama 1 (satu) hari kerja menerbitkan TPKPI
perpanjangan.

TPKPI perpanjangan berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak
berakhirnya masa berlaku TPKPI sebelumnya.

Paragraf ...
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Paragraf 3
Penggantian

Pasal 49

Penggantian TPKPI dapat dilakukan apabila TPKPI asli rusak atau hilang.

Pembudidaya ikan-kecil yang akan melakukan penggantian TPKPI harus

mengajukan permohonan kepada kepala dinas kabupaten/kota dengan

disertai persyaratan:

a. TPKPI asli dalam hal TPKPI rusak atau surat keterangan hilang dari
kepolisian dalam hal TPKPI hilang; dan

b. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan
informasi yang disampaikan.

Kepala dinas kabupaten/kota menerbitkan TPKPI pengganti paling lama 1
(satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) secara lengkap.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 50

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha wajib menyampaikan

Laporan Kegiatan Usaha (LKU) setiap 6 (enam) bulan, yang memuat:

a. realisasi produksi dan distribusi, untuk usaha pembenihan dan/atau
pembesaran; dan

b. jenis dan jumlah ikan hasil pembudidayaan yang diangkut, untuk
usaha pengangkutan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 51

Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LKU
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dikenakan sanksi
administrasi.

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. peringatan tertulis;

b. pembekuan SIUP dan/atau SIKPI; dan

c. pencabutan SIUP dan/atau SIKPI.

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dikenakan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, masing-
masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

Pembekuan SIUP dan/atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dilakukan selama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan
berakhirnya peringatan tertulis kedua tidak menyampaikan laporan.

Pencabutan SIUP dan/atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan SIUP dan/atau
SIKPI telah berakhir dan tidak menyampaikan laporan.

BAB ...
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BAB VII
PEMBINAAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

Pasal 52

Pembinaan wusaha pembudidayaan ikan dilakukan oleh Direktur
Jenderal, gubermur, dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan
pengelolaan usaha, pengelolaan sarana dan prasarana, teknik
pembudidayaan, mutu ikan, dan kepedulian terhadap kelestarian
sumber daya ikan dan lingkungannya.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 53

Pengawasan usaha pembudidayaan ikan dilakukan oleh pengawas
perikanan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54
Fotokopi SIUP wajib ada di lokasi budidaya.

Dokumen yang wajib ada di atas kapal pengangkut ikan terdiri atas:
a. SIKPI asli;

b. Surat Laik Operasi (SLO) asli; dan

c. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli.

Setiap kapal pengangkut ikan yang tidak membawa dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan tidak memiliki
dokumen.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Setiap orang yang telah memiliki SIUP yang telah ada sebelum
berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun harus melakukan registrasi ulang.

Setiap orang yang telah memiliki SIKPI yang telah ada sebelum
berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan habis
masa berlakunya.

RPIPM yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini,
tetap berlaku sampai izin usaha diterbitkan oleh instansi yang
berwenang di bidang penanaman modal.

(4) Permohonan ...
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(4) Permohonan baru, perpanjangan, perubahan, dan/atau penggantian
SIUP, RPIPM, atau SIKPI, yang telah disampaikan dan dinyatakan
lengkap sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses
berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha
Pembudidayaan Ikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SHARIF C.SUTARDJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1619
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SIUP

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49/PERMEN-KP/2014

TENTANG USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

>

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN
(DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN)

NOMOR :

IDENTITAS REFERENSI
NAMA SURAT PERMOHONAN SIUP
ALAMAT NOMOR
NO. TELEPON & FAKSIMIL TANGGAL :
E - MATL
NPWP PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIKANAN
NO. AKTE PENDIRIAN / PERUBAHAN NOMOR
NO. KTP TANGGAL

NAMA PENANGGUNG JAWAB

FOTO4X 6

CATATAN

TEMBUSAN

1. KEPALA DINAS PROVINSI
2. KEPALA DINAS KABUPATEN / KOTA
3. ARSIP

MASA BERLAKU IZIN
BERLAKU SEJAK :
SAMPAI DENGAN

TEMPAT, TANGGAL
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,

NAMA

Apabila ada data dan atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti
tidak benar dan/atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka izin ini
akan dicabut dan pungutan perikanan budidaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali
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LAMPIRAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN

NO.
TANGGAL

JENIS KEGIATAN*

JENIS IKAN

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN /
KOTA

PROVINSI

TITIK
KOORDINAT

LUAS
(Ha/Unit)

KETERANGAN :

* Mencantumkan jenis kegiatan yang ada, pembenihan atau pembesaran

_Salinan sesuai dengan aslinya
ala Bi kum dan Organisasi,

Ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,




LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /PERMEN-KP/2014

TENTANG USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

DATA KAPAL

I. IDENTITAS KAPAL
1. Nama Kapal
2. Tempat dan Nomor Registrasi Gross Akte
3. Tempat dan Nomor Tanda Selar
4. Nama Panggil Kapal (Call Sign)
5. Bendera

6. Nomor Surat Ukur

7

8

9.

1

Nomor Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan
Tempat Pembuatan Kapal :
Konstruksi Bahan kapal :Kayu / Fiberglas / Besi Baja
0. Asal Perolehan Kapal : [J Buatan Dalam Negeri
] Pengadaan Dari LuarNegeri
[l Putusan/Penetapan Pengadilan
[ Pengadaan dari Hibah

II. SPESIFIKASI KAPAL

1. Berat Kotor Kapal (Gross Ton) : GT
2. Muatan Bersih Kapal (Nett Ton) : NT
3. Kapasitas Palkah : Ton
4. Temperatur Minimum Ruang Peny1mpanan

Ikan / Palkah Ikan : °C
5. Merek dan Tipe Mesin :
6. Nomor Mesin
7. Kekuatan Mesin
8. RPM
9. Ruang Penyimpanan Ikan

o Hidup : Unit

o Segar : Unit
10. Fasilitas Pendukung Operasional :
(Vessel Monitoring System / VMS)

II. MUATAN
1. JenisMuatan: [ Tkan
(1 Udang
[0 Kerang
0 RumputLaut
L
2. Kondisi Ikan: [1 Hidup (life)

[1 Segar (fresh)
[1 Beku (frozen)
1 Kaleng (canning)
[l Asap (smoke)
Demikian data kapal tersebut kami sampaikan dengan sebenar — benarnya.

Tempat, Tanggal
Pemilik Kapal/Penanggungjawab Perusahaan

(tanda tangan)

Nama, Jabatan, Stempel

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sa Iman sesuai dengan aslinya
alaBiro Hukum dan Organisasi, REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SHARIF C.SUTARDJO



LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49/PERMEN-KP/2014

TENTANG USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

SIKPI-l

3V

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN
NOMOR :

IDENTITAS REFERENSI
NAMA PEMILIK/PERUSAHAAN : NOMOR SIUPAL
TANGGAL :

ALAMAT
STIRAT PERMOHONAN STKPT

NOMOR -

TANGGAT. :

NAMA PENANGGUNG JAWAB

IDENTITAS KAPAL MUATAN
1. NAMA KAPAL :
. TEMPAT & NO. REGISTRASI / NO.GROSS AKTE
. TEMPAT & TANDA SELAR

. NAMA PANGGILAN :

. ASAL KAPAL : PELABUHAN
. NEGARA ASAL :
. TEMPAT PEMBUATAN

NOoO U WN

PELABUHAN PANGKALAN

SPESIFIKASI KAPAL

1. BERAT KOTOR : GT |PELABUHAN MUAT
2. MUATAN BERSIH : NT
3. DAYA MUAT PALKAH : Ton
4. TEMPERATUR RUANG PALKAH : ‘C |PELABUHAN TUJUAN
5. MERK MESIN :
6. KEKUATAN MESIN : PK
7. NOMOR SERI MESIN :
8. BAHAN KAPAL :
9. PANJANG KAPAL : M
10. RUANG PENYIMPANAN IKAN HIDUP

A. JUMLAH

B. KAPASITAS

NOMOR TRANSMITER MASA BERLAKU IZIN

BERLAKU SEJAK TANGGAL
SAMPAI DENGAN TANGGAL

CATATAN
. Khusus untuk mengangkut ikan hidup hasil budidaya milik
perusahaan/perorangan: TEMPAT, TANGGAL
. Tanggal cek fisik kapal : DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,

—

N

TEMBUSAN
PANGLIMA ARMADA BARAT, TNI AL
PANGLIMA ARMADA TIMUR, TNI AL
DIREKTORAT POLAIRUD, MABES POLRI NAMA
DIREKTORAT JENDERAL PSDKP
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
DINAS KELAUTAN & PERIKANAN PROVINSI
DINAS KELAUTAN & PERIKANAN KABUPATEN / KOTA

Apabila ada data dan/atau informasi dan/atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan/atau tidak absah yang
dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka izin ini akan dicabut dan pungutan perikanan budidaya yang telah dibayarkan
tidak dapat ditarik kembali.

es 5 oooooor | NI NN S LIOTENED HT O
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MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

.ttd

SHARIF C. SUTARDJO




SIKPI - A

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49/PERMEN-KP/2014

TENTANG USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

REPUBLIC INDONESIA
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

FISH CARRIER LICENSE
SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN
NOMOR :
COMPANY REFERENCE
PERUSAHAAN REFERENSI
COMPANY NAME B SIUPAL NUMBER
NAMA PERUSAHAAN / PERORANGAN NOMOR SIUPAL :
DATE
ADDRESS TANGGAL
ALAMAT
REQUEST LETTER
RENSPONSIBILITY INSURER SURAT PERMOH :
NAMA PENANGGUNG JAWAB NUMBER
NOMOR
DATE
TANGGAL
SHIP IDENTIFICATION PORTS
IDENTITAS KAPAL PELABUHAN
1 VESSEL NAME TRANSIT PORT
NAMA KAPAL PELABUHAN MUAT
2 REGISTRATION NUMBER

TEMPAT & NO. REGISTRASI / NO.GROSS AKTE

3 MARK OF TONNAGE CERTIFICATE PORT OF FINAL CHECK POINT

TEMPAT & TANDA SELAR PELABUHAN CEK POINT TERAKHIR
4 CALL SIGN

NAMA PANGGILAN DESTINATION PORT
5 VESSEL OF ORIGIN PELABUHAN TUJUAN

ASAL KAPAL
6 NATIVE COUNTRY

NEGARA ASAL
7 PRODUCTION PLACE

TEMPAT PEMBUATAN

NOTES VALIDITY OF LICENSE
CATATAN MASA BERLAKU

1 This vessel is specificly for transporting live fish which belong to : VALID SINCE

. Checking date

Kapal ini khusus untuk mengangkut ikan hidup milik perusahaan :

Tanggal Cek Fisik Kapal

BERLAKU SEJAK TANGGAL

UP TO
SAMPAI DENGAN TANGGAL

DISTRIBUTION OF COPIES
TEMBUSAN

-

N

w

N

w

o

~

oo

el

EMBASSY OF < COUNTRY OF ORIGIN >

KEDUTAAN BESAR < NEGARA ASAL >

WESTERN FLEET COMMANDER, INDONESIAN NAVY
PANGLIMA ARMADA BARAT, TNI AL

EASTERN FLEET COMMANDER, INDONESIAN NAVY
PANGLIMA ARMADA TIMUR, 'TNI AL

DIRECTORATE OF AIR AND MARINE POLICE

DIREKTORAT POLAIRUD, MABES POLRI

DIRECTORATE GENERAL OF MARINE AND FISHERIES RESOURCE SURVEILLENCE
DIREKTORAT JENDRAL PSDKP

DIRECTORATE GENERAL OF CAPTURE FISHERIES

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

DIRECTORATE GENERAL OF AQUACULTURE

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

PROVINCE FISHERIES SERVICES OFFICE

NINAS KRI.ATITAN DAN PERIKANAN PROPINST
DISTRIC FISHERIES SERVICES OFFICE

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN / KOTA

DIRECTOR GENERAL OF AQUACULTURE
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

NAME
NAMA

stated b

If there is data and/or information and/ or document for supported publication of license

which will be proven in correctly and/or lZZegaZ'lu in the future QuEZlSh the document,

Apabila ada data dan/atau informasi dan/atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan/atau tidak absah
yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka izin ini akan dicabut dan pungutan perikanan budidaya yang

telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

institution in charge to then this license will be removed and the entire fishery collection fees which have been paid will not be return.

&




FISH CARRIER LICENSE ATTACHMENT
LAMPIRAN SURAT IZIN KAPAL PENGKANGKUT IKAN
NOMOR :

SHIP SPECIFICATION
SPESIFIKASI KAPAL

1 GROSS TONAGE
BERAT KOTOR

2 NETTONAGE : NT
BERAT BERSIH

3 FISH HOLD CAPACITY : m?
DAYA MUAT PALKAH IKAN

4 FISH HOLD LOWEST TEMPERATURE : ‘¢
TEMPERATUR TERENDAH RUANG PALKA

5 BRAND OF ENGINE
MERK MESIN

6 LENGINE POWER : HP
KEKUATAN MESIN

7 ENGINE NUMBER
NO. SERI MESIN

8 MATERIAL OF HULL
BAHAN KAPAL

9 LIVE FISH STORAGE
RUANG PENYIMPANAN IKAN HIDUP

GT

A, TOTAL : UNIT
JUMLAH

B. CAPACITY : M?
KAPASITAS

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

alinan sesuai dengan aslinya ttd
yBiro Hukum dan Organisasi,

SHARIF C. SUTARDJO



LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49/PERMEN-KP/2014

TENTANG

USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

Logo Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ...................

TANDA PENCATATAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

1. Nama
2. Bidang Usaha *)
a. Di Air Tawar
» Usaha Pembenihan
= Usaha Pembesaran
b. Di Air Payau
= Usaha Pembenihan
» Usaha Pembesaran
c. Di Laut
= Usaha Pembenihan
» Usaha Pembesaran

3. Alamat pemilik
4. Telepon
5. Lokasi Kegiatan
a. Desa
b. Kecamatan
c. Kabupaten/Kota
d. Provinsi :
6. Tanda bukti pemilikan : Sertifikat/girik/letter C **) No.: .........cccoeeaene.

Dicatatkan di ...................
pada tanggal ...................

*) Lingkari bidang usaha yang sesuai
**) Coret yang tidak perlu



LAMPIRAN TANDA PENCATATAN
USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

Lokasi Usaha

Jenis Lokasi Kegiatan Tanda
No. | Jenis Kegiatan Ikan Luas Desa | Kecamatan Bukti
(Ha)/Unit*) kepemilikan
1. Air Tawar
= Usaha
Pembenihan
= Usaha
Pembesaran

2. |Air Payau

= Usaha
Pembenihan

= Usaha
Pembesaran

3. Di Laut

= Usaha
Pembenihan

= Usaha
Pembesaran

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SHARIF C.SUTARDJO




LAMPIRAN VI:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /PERMEN-KP/2014

TENTANG USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

TANDA PENCATATAN KAPAL PENGANGKUT IKAN
KABUPATEN/KOTA .....
PROPINSI....

NOMOR REGISTER
NAMA PEMILIK
ALAMAT

NAMA KAPAL

MEREK MESIN

BERAT KOTOR/BAHAN
TAHUN PEMBANGUNAN
PELABUHAN PANGKALAN :

BERLAKU SAMPAI ........

TEMPAT, TGL, BLN, THN
INSTANSI

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SHARIF C. SUTARDJO

_Salinan sesuai dengan aslinya



RPIPM

LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49/PERMEN-KP/2014

TENTANG USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

REKOMENDASI PEMBUDIDAYAAN IKAN PENANAMAN MODAL

NOMOR :

IDENTITAS REFERENSI

NAMA PERUSAHAAN : SURAT PERMOHONAN RPIPM
NOMOR SIUP :
ALAMAT TANGGAL
NAMA PENANGGUNG JAWAB
CATATAN
TEMBUSAN MASA BERLAKU IZIN

O 00 N0 Ul WN =

. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)

. DIREKTUR JENDERAL P2HP - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

. DIREKTUR JENDERAL PSDKP - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
. GUBERNUR PROVINSI

. BUPATI / WALIKOTA

. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH (BKPMD)

. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN / KOTA

10. DIREKTUR PT. ....

BERLAKU SEJAK
SAMPAI DENGAN

TEMPAT, TANGGAL
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,

NAMA

Apabila ada data dan/atau informasi dan/atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar

dan/atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka izin ini akan dicabut dan pungutan

perikanan budidaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

TNV




LAMPIRAN REKOMENDASI PEMBUDIDAYAAN IKAN PENANAMAN MODAL

NO. :
TANGGAL :
KABUPATEN TITIK
. .
JENIS KEGIATAN JENIS IKAN DESA | KECAMATAN / KOTA PROVINSI KOORDINAT LUAS (Ha/Unit)
KETERANGAN :

* Mencantumkan jenis kegiatan yang ada, pembenihan atau pembesaran

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

.ttd

SHARIF C. SUTARDJO
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